
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Perlindungan hukum yang dilakukan P2TP2A Kota Padang adalah melalui 

proses pendampingan pada anak korban. Pendampingan hukum yang 

dilakukan P2TP2A Kota Padang dilakukan dengan cara pendampingan dari 

awal masuknya data korban ke P2TP2A Kota Padang baik dari rujukan atau 

datang sendiri. Pendampingan hukum yang dilakukan P2TP2A Kota, yaitu: 

Pendampingan medis, Pendampingan pelaporan kepolisian, Pendampingan 

dalam proses pengadilan, Pendampingan psikologi, perlindungan data 

pribadi, dan pendampingan Pendidikan. 

2. Pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak tidak selalu berjalan 

dengan mudah, tentunya pasti adanya suatu kendala yang dihadapi. 

Kendala yang dihadapi oleh P2TP2A Kota Padang dalam perlindungan 

hukum teradap anak korban kekerasan seksual sejauh ini tidak terlalu 

banyak kendala internal (di dalam P2TP2A Kota Padang), tetapi masih ada 

kendela eksternal (diluar P2TP2A Kota Padang), yaitu: Kurangnya 

pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak, Keluarga korban yang tidak 

kooperatif, Masih kurangnya kemauan korban untuk melaporkan tindak 

kekerasan seksual yang terjadi kepada Lembaga yang berwenang, dan 

Korban sulit memberikan keterangang atau informasi. 
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B. Saran 

1. Pemerintah Kota Padang harus lebih memperhatikan kebutuhan P2TP2A 

Kota Padang agar dapat melaksanakan peran, fungsi, dan tugasnya dengan 

baik tanpa adanya hambatan yang dihadapinya dalam memberikan layanan 

pada masyarakat. Dengan demikian, anak akan menerima hasil yang 

mereka harapkan secara adil dan sejahtera. 

2. P2TP2A Kota Padang agar memperbaiki segala kekurangan dan kesulitan 

yang dihadapi, lembaga terkait harus segera melakukan tindakan yang lebih 

konkret dan menyeluruh. P2TP2A Kota Padang harus terus memberikan 

layanan terbaik dan melindungi korban dengan bekerja sama dengan mitra 

atau jejaring P2TP2A Kota Padang.  

3. Anak korban kekerasan seksual harus berani melaporkan kekerasan seksual 

yang mereka alami ke lembaga yang berwenang seperti polisi dan P2TP2A 

karena jika hanya diam kemungkinan korban akan mendapatkan kekerasan 

seksual lagi oleh orang yang sama.  

4. Keluarga korban harus memberikan dukungan kepada anak korban 

kekerasan seksual jangan menyalahkan korban tetapi dampingi korban 

secara penuh. Dukungan ini penting untuk membantu anak pulih dari 

trauma psikologis yang dialaminya. 

5. Masyarakat diharapkan dapat lebih tanggap terhadap kasus-kasus 

kekerasan seksual terhadap anak, karena dengan adanya partisipasi dari 

masyarakat dapat menekan angka kekerasan seksual terhadap anak
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